
LOGO 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000  

Tentang  

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 

BPHTB 
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TARIP PENGENAAN 
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OBJEK BPHTB 
(UU BPHTB ps. 2) 

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 

Tanah dan/ atau Bangunan 

Perolehan hak Pemberian hak baru 

Jual beli Tukar menukar 

Hibah Hibah wasiat 

Waris 

Pemasukan dalam perseroan 

Penggabungan/peleburan usaha 

Pemisahan hak 

Putusan hakim Hadiah 

Kelanjutan pelepasan hak, yaitu 

pemberian hak baru dari negara 

atas tanah yang berasal dari 

pelepasan hak. 

Diluar pelepasan hak, yaitu 

pemberian hak baru dari negara 

atau dari pemegang hak milik 

berdasarkan undang-undang. 
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BUKAN OBJEK BPHTB 

Adalah objek pajak yang diperoleh: 

 Perwakilan diplomatik, konsulat (asas timbal balik). 

 Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 

 Badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan 

oleh Keputusan Menteri Keuangan dgn tdk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan 

tugasnya. 

 Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau 

karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah 

nama. 

 Orang pribadi atau badan, karena wakaf. 

 Orang pribadi atau badan yg digunakan untuk 

kepentingan ibadah. 



SUBJEK PAJAK 

“Orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan atau 

bangunan” 

dikenakan kewajiban membayar pajak 

Wajib Pajak 
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SUBJEK DAN JENIS PEROLEHAN HAK 

Hak Milik 

Hak Guna Usaha 

Hak Guna Bangunan 

Hak Pakai 

Hak Milik atas Rumah Susun 

Hak Pengelolaan 

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sbb: 



DASAR PENGENAAN 
 

Nilai Perolehan Objek Pajak 

(NPOP) 

Harga 

Transaksi 
Nilai Pasar 

NJOP PBB 

Apabila harga transaksi 

atau nilai pasar tidak 

diketahui atau lebih rendah 

dari NJOP PBB 

-  jual beli 

-  penunjukan pembeli 

   dlm lelang 

-  tukar-menukar 

-  hibah 

-  pemberian hak baru, dll 
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DASAR PENGENAAN BPHTB 
 Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), 

NPOP ditentukan sebesar: 

 Harga transaksi, dalam hal jual beli. 

 Harga pasar, dalam hal: 

• Tukar menukar. 

• Hibah. 

• Hibah wasiat. 

• Waris. 

• Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. 

• Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak. 

• Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

• Penggabungan usaha. 

• Peleburan/pemekaran usaha. 

• Hadiah. 

 Harga transaksi, dalam risalah lelang. 

 NJOP PBB, jika NPOP tidak diketahui atau NPOP < NJOP. 
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NPOP TIDAK KENA PAJAK 

NPOPTKP ditetapkan maksimal Rp 60.000.000,- 
Dan untuk waris/hibah wasiat maksimal Rp 300.000.000,- 

Ditetapkan secara regional oleh kabupaten/kota 

Kecuali DKI Jakarta ditetapkan oleh Provinsi 

Untuk waris/hibah wasiat, BPHTB dibayar 50% dari BPHTB 
terhutang 



TARIF PAJAK 

Pasal 5 

5% 

Untuk kesederhanaan dan kemudahan 

penghitungan pajak 

Tarif Tunggal 

Berdasarkan UU PDRD, maks 5 %, tergantung tiap daerah 
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TARIF DAN PERHITUNGAN 

BPHTB 

Tarif BPHTB adalah 5% 

Total NPOP 

NPOPTKP (maks. 60.000.000) 

NPOP Kena Pajak (A-B) 

BPHTB terutang (5% x C) 

AAA 

BBB 

CCC 

DDD 



Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

(5%) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 

Besarnya NPOPKP adalah NPOP – NPOPTKP. Apabila NPOP lebih 

rendah  dari NJOP PBB tahun terjadinya transaksi, atau bila NPOP 

tidak diketahui, maka dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP PBB. 

 

BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif 
 

a t a u 
     

bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan : 
 

BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif 

Cara Penghitungan Pajak 
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CONTOH SOAL 

 PT. Bank BRI Tbk. memperoleh hak pengelolaan sebidang 

tanah seluas 15.000 m2 dari pemerintah atas suatu lahan di 

daerah Malang Selatan dengan harga pasar tanah tersebut 

Rp 12.000.000,- per m2. Hitung BPHTB terhutang jika 

NJOPTKP Malang ditetapkan Rp 50.000.000,- 

 NPOP = Rp 180.000.000.000,- 

 BPHTB terhutang = 5% x (180.000.000.000 – 50.000.000) 

 BPHTB terhutang = 5% x 179.950.000.000 = 8.997.500.000 

BPHTB yang harus dibayar = 8.997.500.000 

 



    Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah : 

  a). Hak Milik ; 

  b). Hak Guna Usaha ; 

  c). Hak Guna Bangunan ; 

          d). Hak Pakai ; 

          e). Hak Milik atas satuan rumah susun ; 

          f).  Hak Pengelolaan . 

 

 



 hak milik 

 hak guna usaha 

 hak guna bangunan 

 hak pakai 

 

 hak milik atas satuan 

rumah susun 

 

 hak pengelolaan 

Jenis hak-hak atas tanah 

Diatur dalam 
UU Rumah Susun 
(UU No. 16 / 1985) 

Diatur dlm UUPA 

(UU No. 5 / 1960) 

Diatur dlm PP No. 
48 Tahun 1983 



     Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya : 

 

 Pengalihan  hak  atas tanah dan atau bangunan dari orang  

 pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan  

 hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan  

 Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut . 

 

  Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan : 

 

 Pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau ba 

 ngunan  oleh orang pribadi atau badan kepada  sesama pe 

 megang hak bersama . 

  

       

Pengertian 



Penggabungan usaha : 

 Penggabungan dari dua badan usaha atau  

            lebih dengan cara tetap mempertahankan  

            berdirinya salah satu badan usaha dan  

            melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. 

 

Peleburan Usaha : 

 Penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara 

 mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan 

 usaha yang bergabung tersebut. 

 

Pemekaran Usaha : 

 Pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha 

 atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan  

 mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan  

 usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi ba 

 dan usaha yang lama . 



HAK PENGELOLAAN 

        dalah hak menguasai dari Negara atas tanah 
        yang kewenangan pelaksanaannya sebagian  
dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk : 

 merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; 

 menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya; 

 menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada 
pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak 
ketiga. 

A 
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BPHTB KARENA PEMBERIAN 

HAK PENGELOLAAN 

 Hak pengelolaan (menurut PP No. 112/2000) adalah hak 

menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelak-

sanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak-nya utk 

merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, 

menggunakan tanah untuk keperluan tugasnya, menyerah-kan 

bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau 

bekerja sama dengan pihak ketiga. 

 Besar Tarif BPHTB atas hak pengelolaan ditetapkan sbb: 

 0% dari BPHTB terhutang bila penerima hak pengelolaan 

adalah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, 

pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perum perumnas, dan 

lain-lain. 

 50% dari BPHTB terhutang untuk penerima hak pengelolaan 

lainnya 
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CONTOH SOAL 

 PT. Bank BRI Tbk. memperoleh hak pengelolaan sebidang 

tanah seluas 15.000 m2 dari pemerintah atas suatu lahan di 

daerah Jakarta Selatan dengan harga pasar tanah tersebut 

Rp 12.000.000,- per m2. Hitung BPHTB terhutang jika 

NJOPTKP DKI Jakarta ditetapkan Rp 50.000.000,- 

 NPOP = Rp 180.000.000.000,- 

 BPHTB terhutang = 5% x (180.000.000.000 – 50.000.000) 

 BPHTB terhutang = 5% x 179.950.000.000 = 8.997.500.000 

 BPHTB yang harus dibayar = 50% x 8.997.500.000 

BPHTB yang harus dibayar = 4.498.750.000,- 
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BPHTB KARENA WARIS/HIBAH WASIAT 

Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak 

atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari 

pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal 

dunia. 

Perolehan hak karena hibah wasiat adalah peroleh 

hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi 

atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku 

setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. 

BPHTB yang dibayar atas perolehan waris dan hibah 

wasiat adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya 

terutang. 



Objek pajak yang diperoleh karena 

 

• waris, 

• hibah wasiat, dan  

• pemberian hak  pengelolaan  

 

  pengenaan pajaknya diatur dengan  

      Peraturan Pemerintah. 

 
Dengan UU PDRD, semua diatur dengan perda 
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CONTOH SOAL 

Pada tanggal 1 Maret 2005, Tn. Candra 

mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan 

di Bekasi dengan NPOP 400.000.000,- dan 

NPOPTKP Rp 200.000.000,- Hitung BPHTB yang 

harus dibayar Tn. Candra. 

BPHTB = 50% x 5% x (400 jt – 200jt) 

BPHTB = 2,5% x 200.000.000 = Rp 5.000.000,- 
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SAAT TERHUTANG BPHTB 
 Saat dibuat atau ditandatanganinya akta, untuk transaksi: 

 Jual beli. 

 Tukar menukar. 

 Hibah. 

 Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. 

 Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak. 

 Penggabungan atau peleburan usaha. 

 Pemekaran usaha. 

 Hadiah. 

 Saat tanggal penunjukkan pemenang lelang, untuk lelang. 

 Saat tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap, untuk putusan hakim. 

 Saat tanggal didaftarkannya ke kantor pertanahan, untuk waris 

dan hibah wasiat. 

 Saat tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak. 
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TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN TEMPAT 

PEMBAYARAN BPHTB 

 Tempat pajak terhutang adalah: 

 Kabupaten. 

 Kota. 

 Provinsi. 

Tempat tersebut meliputi letak tanah atau bangunan sbg objek pajak 

 BPHTB terhutang harus dibayar di: 

 Bank BUMN/BUMD. 

 Kantor Pos dan Giro. 

 Tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. 

 Sarana pembayaran adalah Surat Setoran Bea (SSB), yaitu formulir 

yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB 

terhutang. 

 SSB dibuat dalam rangkap 5 (lima). 



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 113 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN  

OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK  

BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN 



NPOPTKP 

Maks Rp300.000.000,00 

Besarnya ditetapkan 
(PMK 14/PMK.03/2009): 

Maks Rp60.000.000,00 

Utk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang 

diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 

satu derajat ke bawah (ortu ke anak & anak ke ortu ) dengan 

pemberi hibah wasiat, termasuk suami ke istri atau sebaliknya 

Dalam hal lainnya. 

Ditetapkan secara regional oleh Kakanwil DJP dengan mempertimbangkan  

pendapat Pemda dan perkembangan perekonomian daerah 

Min Rp55.000.000,00 

Untuk perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan 

Rusuna 

Min Rp10.000.000,00 

Untuk perolehan Hak baru dalam prog. Pemerintah utk pelaku usaha 
kecil/mikro dlm rangka Program Peningkatan Sertifikasi Tanah utk 
memperkuat Penjaminan Kredit bagi usaha kecil.mikro 



Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD 

(1) 

• Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pasal 85 
Ayat (1) 

Pajak Pusat: sama 

• Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah 
sebesar Rp60.000.000 untuk setiap Wajib Pajak 
(selain Waris dan Hibah Wasiat) 

Pasal 87 
Ayat (4) 

Pajak Pusat: NPOPTKP ditetapkan secara 
regional paling banyak Rp60.000.000 



Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD 

(2) 
• Dalam hal perolehan hak karena waris atau 

hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang 
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah 
wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP 
ditetapkan paling rendah sebesar 
Rp300.000.000 

Pasal 87 
Ayat (5) 

Pajak Pusat: NPOPTKP untuk peralihan hak tersebut 
ditetapkan paling banyak Rp300.000.000 

• Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 
sebesar 5% dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah 

Pasal 88 
Ayat (1) jo 

Ayat (2)  

Pajak Pusat: tarif  tunggal sebesar 5% 
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CONTOH HITUNGAN BPHTB 

 Tuan Tanah membeli sebidang tanah seluas 500 m2 dari 

Tuan Amir seharga Rp 700.000.000,- yang berdasarkan 

data NJOP tanah tersebut masuk kelas A11 (Rp 1.573.000,- 

per m2). Hitung BPHTB yang harus dibayar Tuan Tanah 

Jika NPOPTKP ditetapkan Rp 50.000.000,- 

 NPOP= Rp 700.000.000,- 

 NJOP = Rp 786.500.000,- 

 Sehingga dasar pengenaan BPHTB soal tersebut adalah 

786.500.000 

 BPHTB = 5% x (786.500.000 – 50.000.000) 

 BPHTB = 5% x 736.500.000 = Rp 36.825.000,- 



Soal 

Tanggal 1 Mei 2005 Tn. Amir  membeli 

tanah seluas 1.000 m2  sesuai dengan 

luas di SPPT dengan harga transasksi Rp 

1.000.000.000,- Untuk penetapan PBB 

tahun 2005 objek pajak tersebut masuk 

kelas A14. Ternyata luas tanah 1.200 m2. 

Hitung BPHTB yang harus dibayar Tn. 

Amir (NPOPTKP Rp 50.000.000,-)  

     1147 

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI 

DAN PENILAIAN 



Soal 

Tanggal 10 Februari 2005, Ibu Ani membeli 

tanah seluas 200 m2 melalui notaris PPAT 

seharga Rp 300.000.000,- (dalam SPPT tahun 

2005 masuk kelas NJOP A11). Kemudian 

tanggal 12 Juni 2005 dilakukan pemeriksaan 

oleh Kantor Pelayanan PBB dan diketahui harga 

transaksinya Rp 350.000.000,- 

 Hitung BPHTB yang seharusnya dibayar oleh 

Ibu Ani. Termasuk denda 2% per bulan 

1573 

 

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI 

DAN PENILAIAN 



Soal 

Pemerintah RI memberikan hak pengelolaan 

kepada suatu BUMN, tanah seluas 10 Ha 

dengan nilai pasar tanah tersebut adalah Rp 

1.800.000.000,- sedangkan kelas NJOP A35 

(Rp 20 ribu). Dengan adanya pemberian hak 

pengelolaan tersebut, hitung BPHTB: 

 NPOP  

 Yang dibayar oleh BUMN tersebut. 

 

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI 

DAN PENILAIAN 



Soal 

 Pak Sastra sejak tahun 1995 memiliki (secara hukum 

adat) tanah seluas 1 Ha di Nagari Saniang Bakar 

(Kabupaten Solok, Sumatera Barat). Hal ini ditandai 

dengan dimilikinya girik dalam buku-C Nagari Saniang 

Bakar, tanah tersebut dinyatakan milik Pak Sastra. Pada 

tahun 2005, Pak Sastra bermaksud akan mengkonversi 

hak miliki tanah adat tersebut menjadi hak milik menurut 

UU No. 5 Tahun 1960 tanpa ada perubahan nama 

pemilik. Jika untuk pengenaa PBB, NJOP tanah tersebut 

Rp 100.000.000,- berapa BPHTB yang harus dibayar 

oleh Pak Sastra karena adanya konversi tersebut 

(NPOPTKP Kabupaten Solok ditetapkan Rp 8.000.000,-

). Jelaskan pendapat saudara. 

 
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI 

DAN PENILAIAN 



Soal 

Pak Hidayat akan mendaftarkan tanah warisan 

miliknya pada tanggal 10 April 2005 di daerah 

Cengkareng (Jakarta Barat) seluas 1.200 m2 

kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat 

melalui Notaris PPAT Hasan yang memiliki 

harga pasar Rp 1.800.000.000,- Berdasarkan 

SPPT PBB tahun 2005, tanah tersebut masuk 

kelas NJOP A8. Hitung berapa BPHTB yang 

harus dibayar Pak Hidayat (NPOPTKP Waris 

dan Hibah Wasiat DKI Jakarta Rp 250.000.000). 

 

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI 

DAN PENILAIAN 



Soal 

Pak Musa membeli rumah seharga Rp 

600.000.000,- di daerah Rawamangun (Jakarta 

Timur) dari Pak Iwan. Jika NJOP objek pajak 

tersebut adalah Rp 800.000.00,- Hitung BPHTB 

yang harus dibayar oleh Pak Musa (NPOPTKP 

DKI Jakarta Rp 50.000.000). 

 

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI 

DAN PENILAIAN 



Soal 

Pak Heru mendapat hibah wasiat dari orang 

tuanya sebelum meninggal berupa tanah seluas 

8.000 m2 di daerah Kabupaten Bantul (DI 

Yogyakarta) dengan kelas NJOP A11 (Rp 1.573 

rb) Hitung BPHTB yang harus dibayar oleh Pak 

Heru jika NJOPTKP Waris dan Hibah Wasiat 

Kabupaten Bantul sebesar Rp 200.000.000,- 

 

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI 

DAN PENILAIAN 



LOGO 


